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PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  pada  tingkat  pertama dalam

persidangan Majelis  telah  menjatuhkan putusan dalam perkara  Cerai  Gugat

antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah

tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat; 

Lawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat  Pertama,  tempat

kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya yang  didaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Lubuk  Pakam  Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk,

tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil  sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  pada  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan  Tanjung  Morawa,

Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor : /83/XII/2019, tertanggal 23 Desember 2019;

2. Bahwa setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 Tahun, yang beralamat
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sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 1 anak yang

bernama, Laki-laki, Lahir pada tangal 12 Februari 2020;

3. Bahwa sejak awal tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat  kurang  bertanggung  jawab  dalam  memberikan  nafkah

kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat

memberikan  nafkah  dengan  sesuka  hatinya  saja,  tanpa  memikirkan

apakah cukup atau tidaknya untuk kebutuhan sehari-hari;

- Tergugat  sering  memaki-maki  serta  berkata-kata  kasar  kepada

Penggugat, bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);

- Tergugat  sering  menghancurkan  barang  barang  yang  ada

disekitarnya ketika marah;

- Tergugat merupakan seseorang yang suka mengkonsumsi narkoba;

- Tergugat  tidak  menghargai  dan  tidak  menghormati  keluarga

Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal

19 Januari 2022, disebabkan karena Penggugat dan Tergugat ribut perihal

keuangan rumah tangga, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah

kepada Penggugat, Sehingga berujung Tergugat pergi meninggalkan rumah

dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana

alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  memberi  nasehat  untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak

berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan

Tergugat  sudah  tidak  mempunyai  itikad  baik  lagi  untuk  menjalankan

kehidupan rumah tangga;
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6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

sebagai  pemegang  hak  hadhanah  (pemeliharaan)  atas  anak  hasil

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf f  Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam

kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon  kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut:

a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

c. Menetapkan  Penggugat  sebagai  pemegang  hak  asuh  atas  anak

yang bernama Laki-laki,  Lahir  pada tangal  12 Februari  2020,  dengan

tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak

tersebut;

d. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang

menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang  dan tidak  menyuruh orang  lain  untuk  menghadap sebagai  wakilnya/
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kuasanya  yang  sah  dan  tidak  mengajukan  eksepsi  tentang  kewenangan,

walaupun  menurut  Relaas  Panggilan  Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk yang

dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi

dan patut  sebanyak 2 (dua) kali,  serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai

alasan yang sah menurut hukum;  

Bahwa  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  disebabkan  Tergugat  tidak

hadir.  Ketua  Majelis  telah  memberi  nasihat  kepada  Penggugat melalui

kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak

berhasil karena menurut kuasa Penggugat, bahwa Penggugat inperson tetap

pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa  kemudian  persidangan  dilanjutkan  pada  tahap  pemeriksaan

perkara  dalam  persidangan  yang  tertutup  untuk  umum,  diawali  pembacaan

surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh  Kuasa  Penggugat tanpa

perbaikan;

Bahwa  untuk  membuktikan dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat

- Fotokopi  Buku Kutipan Akta Nikah Nomor /83/XII/2019 tanggal 23

Desember  2019 yang  dikeluarkan  Kepala  Kantor  Urusan  Kecamatan

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah

sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1207-LT-03102022-0080 tanggal

03 Oktober  2022 an.  laki-laki,  lahir  tanggal  12 Desember 2020,  yang

dikeluarkan  Pejabat  Pencatatan  Sipil  Deli  Serdang,  bermeterai  cukup

dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. Saksi,  umur  28  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lengau Seprang Gg.

Pekanan No. 389 Dusun I, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung

Morawa, Kabupaten Deli, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut:
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- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat  karena saksi

adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada

tahun 2019 yang lalu;

- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang

bernama, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan;

- Bahwa  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  tahun  2020

yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran terus-

menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat  pemakai  narkoba

dan Tergugat tidak memberi nafkah;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

karena rumah saksi dekat dengan rumah mereka;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  sanggup  untuk

memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah  berupaya mendamaikan namun tidak

berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. Saksi,  28  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTP,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lengau Seprang Gg.

Pekanan No. 389 Dusun I, Desa Lengau Seprang, Kecamatan Tanjung

Morawa, Kabupaten Deli, telah menerangkan di bawah sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat  karena saksi

adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada

tahun 2019 yang lalu;
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- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang

bernama laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  terakhir  tinggal

bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan;

- Bahwa  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  tahun  2020

yang lalu mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran terus-

menerus;

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat  pemakai  narkoba

dan Tergugat tidak memberi nafkah;

- Bahwa  saksi  sering  melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar

karena rumah saksi dekat dengan rumah mereka;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  adalah  ibu  yang  baik  dan  sanggup  untuk

memelihara anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa pihak keluarga telah  berupaya mendamaikan namun tidak

berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat telah

membenarkannya, kemudian  menyampaikan  kesimpulan  akhir  secara  lisan

yang pada  pokoknya tetap  pada  alasan dan dalil  gugatan Penggugat  serta

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal  yang

tercantum  dalam  Berita  Acara  Sidang  yang  merupakan  bagian  yang  tak

terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana

yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan
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tersebut  telah  disampaikan  secara  resmi  dan  patut  sebagaimana  yang

dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor

9 Tahun 1975;

Menimbang,  bahwa berdasarkan surat  gugatan,  Penggugat  bertempat

tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini

secara relatif  juga merupakan kompetensi  Pengadilan  Agama Lubuk Pakam

untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009  dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  pemberian  kuasa  oleh  Penggugat  kepada  kuasa

hukumnya  telah  memenuhi  ketentuan  Pasal  147  ayat  (1)  RBG  dan  Surat

Edaran  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  6  tahun  1994,  oleh  karena  itu  telah

dilakukan  secara  sah  sehingga  dapat  diterima  untuk  mewakili  kepentingan

Penggugat di persidangan;

Menimbang,  bahwa  Majelis  telah  berupaya  mendamaikan  pihak

Penggugat  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat,  sebagaimana  dikehendaki

oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir

dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1975  jo  Pasal  143  Kompilasi  Hukum Islam,  tetapi  tidak  berhasil;  

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh

karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus

diperiksa  secara  verstek.  Sebagaimana  ketentuan  Pasal  149  RBG  ayat  (1)

RBG dan dalil syar'i : 

Artinya  :  “  Seseorang  yang  dipanggil  Hakim  (Pengadilan)  tidak  datang,  ia

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul
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Qur-an II : 405) ;

        Menimbang  bahwa  sesuai   dengan  Pasal   4 ayat  (1)  Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan

bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama

wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam

perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat

tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ; 

       Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk

Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap

Penggugat  dengan  alasan  Penggugat  dan  Tergugat  terus  menerus  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  terus-menerus  selain  menggugat  cerai,

Penggugat  juga  menuntut  agar  2  orang  anak  Penggugat  dan  Tergugat

ditetapkan di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat; 

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah

memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun

keterangan saksi-saksi ;

Menimbang,  bahwa bukti  tertulis P.1 adalah Kutipan Akta Nikah yang

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil,

Kutipan Akta  Nikah merupakan akta  otentik  yang mempunyai  nilai  kekuatan

mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868

KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam

bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum

yang berwenang untuk itu  di  tempat akta itu  dibuat,  dengan demikian telah

terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan

Tergugat  menjadi  pihak-pihak  (subjek  hukum)  yang  berkepentingan  dalam

perkara ini (legitima persona standi in judicio) ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari  anak

Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai

akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama, laki-laki,
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lahir  tanggal  12  Desember  2020 adalah anak kandung dari  Penggugat  dan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  dihadirkan  Penggugat  dalam

persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta  telah

hadir  sendiri  di  persidangan  dan  telah  memberikan  keterangan  di  bawah

sumpahnya,  oleh  karenanya  telah  memenuhi  ketentuan  formil  sebagaimana

Pasal 172 R.Bg;

 Menimbang,  bahwa  saksi  1,  menerangkan  tentang  dalil-dalil  gugatan

bahwa Penggugat  dan Tergugat  terjadi  perselisihan dan pertengkaran sejak

tahun 2020 mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan

telah pisah rumah sejak bulan Januari 2022;

Menimbang,  bahwa  saksi  2,  menerangkan  bahwa  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  rukun  lagi  yang  mengakibatkan

Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung

persesuaian satu sama lain (mutual conformity),  relevan dan sejalan dengan

dalil-dalil  gugatan  Penggugat  serta  didasarkan  atas  hal-hal  yang  diketahui,

dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil  dapat diterima dan

mempunyai  nilai  pembuktian  untuk  menguatkan  dalil  gugatan,  maka

berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-

saksi tersebut dapat diterima sebagai  bukti  dan dijadikan dasar oleh majelis

hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang  bahwa  dari  pembuktian  tersebut  di  atas,  majelis  Hakim

menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa  dari  perkawinan  tersebut  telah  dikaruniai  1  orang  anak

bernama Gibran Alrizky, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
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dan  rukun  sejak  awal  tahun  2020  karena  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus-menerus;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  karena  maslah  ekonomi  dan

Tergugat pemakai narkoba;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  bulan

Januari 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  telah

terbukti  kebenarannya,  dengan  demikian  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta

sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun

lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang,  bahwa  pecahnya  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  dapat  dilihat  dari  fakta  dimana  Penggugat  telah  berpisah  tempat

tinggal dengan Tergugat kurang lebih  1 tahun, dan tidak ada yang berusaha

untuk  rukun  kembali,  hal  ini  adalah  merupakan  indikasi  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada

lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

 Menimbang,  bahwa  oleh  karena  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  sampai  pada  kondisi  pecah,  maka  dengan  tidak

mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan

pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat

mewujudkan tujuan perkawinan yaitu  untuk membentuk keluarga atau rumah

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide

Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  )  dan  atau  keluarga  yang

sakinah, penuh mawaddah dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam),
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sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam  Al-Quran surat Ar-Rum ayat

21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam  yang  terkandung  dalam Kitab  Fikih  Sunah  Juz  II  halaman  290 yang

diambil menjadil pertimbangan majelis;

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu  mendapat  perlakuan  yang  menyakitkan  dari  suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang,  bahwa serta sesuai  pula dengan ketentuan hukum Islam

dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, : 

وإَذِاَ شْتدَتّْ عدَمَُ رُغبْةَِ الزَْوجَْةِ لزَِوجِْهاَ طلَقَّ علَيَهِْ القَْاضِى طلَقْةًَ

Artinya : Apabila ketidak senangan si  Isteri  kepada suaminya sudah sangat

memuncak,  maka  Hakim  harus  menjatuhkan  talaq  suami  dengan

talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39

ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf ( f) Peraturan

Pemerintah Nomor  9  Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) Kompilasi

Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu

bain sughra, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan

diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat mengenai

hadhonah/pemeliharaan  atas  kedua  anak  Penggugat  dan  Tergugat,  Majelis

Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;
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Menimbang, bahwa mengenai hak pengasuhan atau pemeliharaan anak

bagi  suami isteri  yang telah bercerai,  Pasal  105 huruf (a)  Kompilasi  Hukum

Islam menentukan bahwa :  “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau

belum berumur  12 tahun adalah hak ibunya”, kemudian dalam Pasal  156 huruf

(a)  Kompilasi  Hukum Islam  ditegaskan  bahwa akibat  putusnya  perkawinan

karena  perceraian  ialah  anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan

hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia;

Menimbang,  bahwa  anak  Penggugat  dan  Tergugat  saat  ini  2 tahun,

dengan demikian anak tersebut belum mumayyiz, dan berdasarkan fakta yang

diperoleh  dari  keterangan saksi-saksi,  anak tersebut  sejak  lahir  dan selama

dalam ikatan perkawinan tetap diasuh oleh Penggugat,  tidak  pernah diasuh

oleh orang lain, dan selama dalam pengasuhan Penggugat kondisi kedua anak

tersebut dalam keadaan baik dan sehat, Penggugat adalah seorang ibu yang

berperilaku  baik  dan  menyayangi  anak  tersebut  dan  tidak  ada  fakta  yang

membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak layak mengasuh anak

tersebut,  maka  berdasarkan  hal  tersebut,  majelis  hakim  berpendapat

Penggugat adalah layak memelihara dan mengasuh kedua anak tersebut; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  pengasuhan

anak-anak tersebut  adalah semata-mata  didasarkan atas  kepentingan anak-

anak tersebut yang lebih maslahat, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan  yang  diuraikan  di  atas  maka  gugatan  Penggugat  mengenai

pemeliharaan  anak  tersebut  dapat  dikabulkan  dengan  menetapkan  anak

bernama Gibran Alrizky, laki-laki,  lahir  tanggal 12 Desember 2020 berada di

bawah  hadhonah/pemeliharaan  Penggugat  sampai  dengan  anak  tersebut

dewasa, sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam;

          Menimbang, bahwa dalam Pasal  26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-

Undang Nomor   23  Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untuk:  a).  Mengasuh,

memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak

sesuai  dengan kemampuan,  bakat  dan minatnya.  Oleh karena itu  sekalipun

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor /Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara yuridis  anak tersebut ditetapkan pemeliharaannya kepada Penggugat,

namun  kepada  Tergugat  selaku  orang  tua  kandung (ayah) tetap diberi

ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dalam rangka memberikan kasih

sayang, pengayoman dan perlindungan agar anak tersebut dapat tumbuh dan

berkembang secara wajar, dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan

hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang,  bahwa  untuk  maksud  dan  tujuan  mulia  tersebut  maka

kepada  Penggugat  selaku  pemegang  hak  hadhonah  (pemeliharaan)  anak

tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi

Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut

sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik Tergugat karena hal itu dinilai

sebagai  perbuatan yang melawan hak,  dan bilamana Penggugat  melakukan

perbuatan  menghalang-halangi  dan  melarang  tersebut  secara  melawan hak

maka  dapat  menjadi  alasan  bagi  Tergugat  untuk  mengajukan  gugatan

pencabutan  hak  hadhonah  dari  Penggugat,  sesuai  dengan  Surat  Edaran

Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

Hasil  Rapat  Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai  Pedoman

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90

Undang-  undang  nomor  7  tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar

semua biaya perkara ini :

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Dedi  Gunawan

Syahputra bin Zulkarnaen) terhadap Penggugat (Dwi Lestari binti Jumanto).
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4. Menetapkan anak Penggugat  dan Tergugat  yang bernama Gibran

Alrizky, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2020 berada di bawah hadlonah

Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat

untuk bertemu anaknya;

5. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan

dengan  tanggal  13  Jumadil  Awal  1445 Hijriyah,  oleh  kami  Dra.  Emidayati

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, M.Ag dan Drs. Ridwan Arifin, masing-

masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk  umum pada hari  itu  juga oleh Ketua Majelis  tersebut  dengan

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Perincian Biaya:
1. PNBP Rp  70.000,00
2. Proses Rp  50.000,00

3. Panggilan Rp 500.000,00
4. Meterai Rp  10.000,00
5. PBT Rp 150.  000,00  

      Jumlah            Rp  790.000,00
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     (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)
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